BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR ; TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
maka Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D
diubah menjadi Rumah Sakit Umum Tapan
sebagai unit Organisasi yang bersifat khusus,
sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, tidak
sesuai lagi dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana maksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum
Daerah Tapan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Mengingat
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2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan :
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang "
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun g
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan |
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan  Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Tata Kerja, Dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas

Kesehatan,
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TAPAN.

Menetapkan
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. z’;’::nt;“‘h Bupati Pesisir Selatan.
pemerintal Dae;ah ra:dalah Bupati sebagaJ unsur penyelenggara
pucasdia ae _yang memimpin pelaksanaan urusan

r 4. Perangkat Da:rang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perwahit ah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
pastiiil Rakyat Pae@ dalam penyelenggaraan urusan

5. Pesiihdl an yang menjadi kewenangan daerah.

o ' tahan Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Déemh menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten Pesisir
Selatan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang disingkat RSUD Tapan
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir
Selatan Yang Merupakan Unit Organisasi yang Bersifat Khusus.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

Kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah

(2) ;’;P;;- Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertempat di
Kecamatan Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

(3) RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

(4) W& yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), RSUD ‘Tapan memiliki otonomi dalam p?ngehlaan
Wﬁw ‘milik daerah serta bidang kepegawaian.
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Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung

Jawabnya;

€. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang di
pimpinnya;

. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan

8  Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

h. Meli.lksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan  administrasi RSUD  Tapan  meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan,
administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan
pelaporan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian;

b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan administrasi

keuangan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan UPT Dinas;

d. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi

pelaporan UPT Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

a. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai,

dan evaluasi kinerja pegawai;

b. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan
peraturan perundang-undangan;

d. Menyusun program, rencana pendapatan, dan pengelolaan
keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, verifikasi
pertanggungjawaban keuangan, dan penatausahaan keuangan;

f Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap

bendaharawan dan pengelola keuangan;

C.




i . M
._ & la;nf;:?ﬁ dan menyiapkan data, informasi dan bahan
| Me penyusunan perencanaan dan pelaporan;
: kinngmerjamebel:dar:::]j:na’ program kerja dan anggaran berbasis
Oty tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata
rencar;a Sk Ej:\nn‘ber daya yang ada berpedoman kepada
L Sk gis dmgs sepagm pedoman pelaksanaan tugas;
sanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam
; pehkm tugas;
i j. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan
! rencana kerja tahunan dinas;
| k. Menyimpan berkas-berkas  perencanaan, kepegawaian,
keuangan, dan pelaporan; dan
;, 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
. dengan tugas pokok dan fungsinya.

!
_ ] Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas
melaksanakan tugas dibidang pelayanan meliputi pelayanan medis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pelayanan — Medis dan Keperawatan,

fungsi :
a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan sesu
i asian, Penyusunan, pelaksanaan, pencatatan, dan
: .  segala kebutuhan pelayanan medis;
rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
»a medis dan keperawatan berdasarkan Standar

ai dengan yang

:an dan kerjasama antar Kepala Seksi dan

Pungsional  lainnya dalam rangka kelancaran
tugas; dan
hasil evaluasi dan pemantauan pelaksanaan

ada pimpinan.

arakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2),

ayanan Medis dan Keperawatan mempunyai uraian

berikut:

rencana dan program jangka pendek, jangka

dan jangka panjang berdasarkan tugas pokok dan

ai pedoman pelaksanaan tugas;







berikut:

a. Perencanaan
P ) Pfilaksanam pengelolaan kebutuhan tenaga
. » Para medis dan non medis, inventaris peralatan dan
bal' lan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan dilingkungan
idang penunjang medis;

b. » .
Pengkoordinasian pelaksanaan  pengelolaan  kebutuhan

pelayanan penunjang medis;

C. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan prosedur

kerja .dan pelayanan diseluruh jajaran penunjang medis,
penunjang medis bekerja sama dengan Instalasi terkait;

d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan

penunjang medis;

e. Pembinaan dan pengembangan tenaga medis, paramedik non

perawatan dan non medis;

f. Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada

seksi penunjang medis; dan

g Pengawasan dan pengendalian pengawasan pasien diinstalasi

{4) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan fungsi

pasien diinstalasi dibawah bidang penunjang medis.
sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. Membuat

rencana kerja seksi penunjang berdasarkan
kebutuhan, memantau pelaksanaan dan membuat laporan

pelaksanaan;

b. Menyusun renana kebutuhan tenaga diinstalasi yang ada

C.

d.

€.
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dilingkungan seksi penunjang instalasi farmasi, instalasi
radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, CSSD, Gas Medik,
IPLRS dan IRSRS secara keseluruhan baik dalam jumlah
maupun kualifikasi, berkoordinasi dengan instalasi terkait.
Menyusun program dan rencana pengembangan kompetensi
staf pada instalasi yang ada dilingkungan seksi penunjang;
Menyusun rencana obat-obatan, bahan habis pakai dan
reagensia (UTDRS dan laboratorium) serta anggaran biaya
berdasarkan kebutuhan pelayanan di UPT Dinas;

Menganalisa dan menyetujui usulan pengadaan dan
permintaan (obat-obatan, bahan habis pakai dan reagensia) dari
ruangarn;

Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan staf dan kepala
ruangan/instalasi yang berada di lingkungan seksi penunjang;
Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf agar tidak terjadi
penyimpangan, sehingga setiap permasalahan dapat segera

diketahui; dan













